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ABSTRAK

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian
perkara di pengadilan, maka pada bulan Maret 2016 Mahkamah Agung
menerbitkan Peraturan Mahkamah RI Nomor | Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor | Tahun 2016 bertujuan
untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai.
Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara yang diterima oleh
Pengadilan Agama Tingat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi
Agama Palembang dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) berjumlah 35903
perkara, dan jumlah perkara tersebut meningkat setiap tahunnya. Oleh
karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat implementasi
PERMA Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
khususnya di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Palembang, dan sekaligus melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun
2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun
2008.

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan: Bagaimana
implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di
lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan? Faktor-faktor
apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera
Selatan?

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui: Pertama,
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di
lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2016. namun keberhasilan mediasi belum optimal dan efektif, hal ini
dapat dilihat dari laporan rekapitulasi keberhasilan mediasi baru mencapai
10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017. Kedua, Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 di lingkungan Agama wilayah Sumatcra Selatan adalah sangat
dipengaruhi oleh faktor: a. mediator (dalam hal ini mediator hakim) yang
harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap yang mendukung dalam
proses mediasi; b. para pihak yang berperkara harus mempunyai itikad yang
baik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan mau hadir
dalam proses mediasi: ¢. dukungan advokat yang akan membantu kliennya
dalam menylesikan sengketa melalui jalur mediasi; dan d. Sarana dan
prasarana yang baik sangat mendukung keberhsilan proses mediasi.
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[@ara perceraig
1 . Sl PENDAHULUAN
| di Indonesia IND, LU

yang diterima |

. . A. Latar Belakang Masalah.
Tinggl Agama it

Penvelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan
ah Pengadilan |, budaya bangsa Indonesia. Nilai harmoni, tenggang rasa. dan komunalisme
atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Budaya

Indonesia.

jun 2016 106

qah Pengadilan ¢ musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di

Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa
hun 2017 108 secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan istilah
128 mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediast dapat diintegrasikan dalam
proses hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan pasal 130 HIR /
Pasal 154 RBg telah mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk
mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa
secara perdamaianl

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu
mediator.” Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat
Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah

penyelesaian.” Berkaitan dengan fungsi dari mediator sebagai penengah

" Pasal 130 HIR/154 RBg berbunyi: “Apabila pada hari sidang yang ditetapkan
kedua belah pihak hadir, maka hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang
bersengketa”.

* Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka | PERMA RI Nomor | Tahun 2016 tentang
Prosedur L’dediasi di Pengadilan.

Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA RI Nomor | Tahun 2016 tentang
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yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan

produk  hukum
1 Tahun 2002

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R1 Nomor

tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga

Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor | Tahun 2002 ternyata
karena secara

Surat
tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan,

substabsial SEMA Nomor 1 Tahun

2002 tersebut hanya berisi himbauan dan petunj
pelaksanaannya tidak begitu banyak memberikan hasil yang signifikan.
Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di

uk saja, schingga dalam

Pengadilan.

Kurang lebih 6 tahun PE
sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan
revisi kembali karena cfektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih
kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan
PERMA Nomor | Tahun 2008 sebagal penyempurnaan terhadap PERMA
Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberapa
perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun

2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

RMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku

|. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;

2. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa
menempuh mediasi terlebih dahulu;
Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;

4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi

mediator;
. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;
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Kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mc"gc““if'ka,:
PERMA Nomor | Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhaday, P““Mq
Nomor 2 Tahun 2003, Dalam PERMA baru tersebut muncy| hchcmpu
perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomgy 5 Tah,
2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:
L. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;

2. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidanggy, tany
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Wahyu Widiana, dengan menggunakan prosentase perkara yang dicabut

sebagai indikator keberhasilan upaya damai, menyebutkan bahwa pada

tahun 2007 keberhastilan upaya damai sebesar 5.2%. Keberhasilan upaya
9

damai antara tahun 2003 hingga tahun 2007 berkisar 5.2% - 5.4 %.
Hasil penelitian Yayah yarotul Salamah menunjukkan bahwa
keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah

Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam

tabel berikut:
Tabel 1

Prosentasi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di

beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia

o |, Wilayah, | ~ [ Perkara  yang| ~Viediasi yang| Prosentasi |
dimediasi berhasil | keberhasilan ||

mediasi |

T e I B |
e | | eI T e |
5 [ PTABandung T T |
4 | PTA Makasar | 2:427 “T15_ A W__#ﬂ'
5 | PTAJakarta _—ﬂﬁﬁ'__’hz___—" SN A |i|
6 | PTA Bangka Belitung NI[FaR0 et E 50 25 % 2.19% —ﬂ
7| PTA Maluku Utara S TR Ak 29 |7.78'CT _1{
8. PTA Jayapura T L B 1 6,.86% ||
9. PTA Palangkaraya ([SEZa |25 | 6,73% _|||
N B SNISNE S = S 4

Sumber: \V\-'v’w“badil‘dg.gt‘_ﬂ

9
Wahyu Widiana, Upaya Peny i i

y ; \ yelesaian Perkara Melal Perdamai i
. | ' ui Perdamaian di
tengadilan Agama, kaitannya dengan BP4, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4
anggal lslgxgusms 2008 di Jakarta, him. 3 ‘

Dikutip dalam Yayah Yarotul Sal ' iasi
TR ‘ yé Salamah, Urgensi Mediasi dalam Perkar

Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam Vol. X111, Nomor 1, Januari 2013 i

r
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9, Kesepakatan hasil perdamaian dapat dilakukan pada

Konsideran PERMA Nomot |

butir alasan dilakukan pe

aé

sebagian objek

seneketa atau disebut kesepakatan perdamaian sebagian

Fahun 2016 menguraikan beberapa

nyempurnaan PERMA Nomor 1| Tahun 2008,

antara lamn

bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara

damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih
luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan serta berkeadilan;

bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya
badan peradilan indonesia yang agung salah satu elemen

pendukung  adalah Mediasi sebagai instrumen untuk

meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana,

cepat, dan berbiaya ringan;

bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De
Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan
Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui  (Het
Herziene Inlandsch  Reglement, Staatsblad  1941:44)
mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian
yang dapat didayagunakan melalui  Mediasi dengan
mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di
Pengadilan;

bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum
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luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan serta berkeadilan;

bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya
badan peradilan indonesia yang agung salah satu elemen

pendukung  adalah Mediasi sebagai instrumen untuk

meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana,

cepat, dan berbiaya ringan;

bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De
Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan
Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui  (Het
Herziene Inlandsch  Reglement, Staatsblad  1941:44)
mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian
yang dapat didayagunakan melalui  Mediasi dengan
mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di
Pengadilan;

bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum
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C  bahwa Peraturan Mahkamah Agung  Republik

Ing
Nomor | Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dj p

Oney;

°ngadu;,,
belum  optimal memenuhi kebutuhan  pelaksanag,

yang  |ebih berdayaguna  dan
keberhasilan Mediasi dj Pengadilan;

lay
mampu me"i”gkatka
Ul

£ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimang dimaksw
dalam hyruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huryf o
menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Droses yang cepat sederhang dan biay, murah;
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g

1 acara mediyg
sengketa secyr,
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murah;

ar-benar tuntas

\amun juga bis?

yara pihak atas

den g an al ﬂsaﬂ

lain Amerika dan Australia yaitu:

1. Proses mediasi lebih cepat atau expectedprocedure dalam arti
prosedunya cepat, tidak formalistis dan tidak teknikal;

2. Biaya mudah atau minimal cost (zero cosi) pada dasarnya
hampir tidak memerlukan biaya dibanding dengan proses litigasi
atau arbitrase yang biayanya relatif lebih mahal (expensive) atau
sangat mahal (very expensive); dan

3. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa
untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian
yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena

penyelesaian lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan
persaudaraan  berdasarkan perundingan  dan kesepakatan
daripada pendekatan hukum dan bargaining power.

Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Palembang merupakan salah satu lembaga pengadilan agama yang

memiliki cukup banyak jumlah perkara yang masuk pada setiap tahunnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan

Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2011-

2015
[ No. Tahun | Jumlah Perkara yang diterima|
|
L. 2011 6555 : '*|
2. 2012 7766 "|
2
3. 2013 8034 |
. : |
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